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Menimbang :a.

Mengingat : 1.

KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
tertib administrasi serta menjamin kepastian biaya perjalanan
dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan Kota Langsa perlu mengatur
Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Honorer Dan Bukan
Pegawai Lingkup Pemerintah Kota Langsa:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh
Nomor Istimewa tanggal 07 September 2016 perihal
Penyampaian Naskah Hasil Audit Reguler Tahun Anggaran
2015 dan 2016 perlu merubah/merevisi Peraturan Walikota
Langsa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Langsa:
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851):
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

4, Undang...
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438):
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601):
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593):
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1):
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
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Menetapkan :

16. Oanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah
Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 3):

17. Oanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota LangsaTahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Ganun Kota Langsa Nomor 12 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Oanun Kota LangsaNomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota
Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 12):

18. Ganun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota LangsaTahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan
Oanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Ganun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14):
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun
2014 Nomor 441) diubah, sehingga ketentuan Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang
sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan
menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa
diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sesuai
penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara riil yang
disertai dengan pembuktian pembelian yang sah.

(2) Perjalanan dinas yang menggunakan alat penyeberangan
diberikan biaya secara riil sesuai dengan pembuktian
pembayaran.

(3) Pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas dalam
melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diutamakan
untuk menggunakan mobil dinas dengan tarif BBM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga staf
yang mengikuti juga diberlakukan hal yang sama, kecuali
untuk daerah tujuan yang ada rute penerbangan komersial.

Pasal II ...



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 November 2016 M

2 Shafar 1438H
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KAMARUDDIN ANDALAHI—
Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 November 2016 M

2 Shafar 1438 H
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